REPUBLIK INDONESIA

No.1782, 2016 KEMENKO-KEMARITIMAN. Perjalanan Dinas LN.
Juklak. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi,
efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam pelaksanaan
perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu mengatur
mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar
negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tata

Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud

dengan:

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan untuk
kepentingan dinas/Negara keluar negeri yang dilakukan
oleh Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, atau pihak
lain yang ditugaskan oleh Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman atas biaya negara, mitra kerja
dalam/luar negeri, dan dari sumber-sumber dana lain
yang sah dan/atau biaya sendiri dalam rangka
mendukung kegiatan bidang kemaritiman.

2. Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri
Sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan
atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan
organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman.
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3. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Pejabat Negara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

4. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman.

5. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan
Perjalanan Dinas Luar Negeri termasuk keluarga yang
sah dan pengikut.

6. Delegasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,
yang selanjutnya disebut Delegasi Kementerian adalah
Pegawai, Pejabat Negara, dan Pihak Lainnya yang
ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
untuk mewakili kepentingan Pemerintah Republik

Indonesia di bidang kemaritiman.

Pasal 2
Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 3
(1) Setiap unit kerja yang akan melaksanakan Perjalanan
Dinas Luar Negeri wajib membuat perencanaan.
(2) Perencanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk Perjalanan Dinas

Luar Negeri pada tahun berikutnya.
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(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri
b. tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan

c. anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 4
(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilakukan di luar
perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
a. undangan; atau

b. penugasan dari Menteri Koordinator.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dalam rangka
kegiatan:
a. pertemuan bilateral, regional, dan multilateral,;
b. seminar, lokakarya, workshop, simposium, dan
konferensi internasional,
C. pameran, promosi, dan expo;
d. tugas belajar; dan

e. pelatihan.

Bagian Kedua

Dasar Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 6
(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
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a. peningkatan dan penjajakan kerjasama di bidang
kemaritiman;

b. sesuai dengan agenda pertemuan yang telah
disepakati; dan

c. dilaksanakan oleh Delegasi Kementerian.

(2) Penunjukan Delegasi Kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan:
a. kepatutan dalam perimbangan delegasi dari negara

peserta lainnya dengan tetap mengutamakan skala
prioritas;

b. kesesuaian dengan tugas, fungsi, dan/atau
kompetensi, serta keterkaitan dengan substansi
yang akan dibahas;

c. memiliki kompetensi dalam  bahasa asing,
khususnya kemampuan menggunakan salah satu
dari 6 (enam) bahasa resmi Perserikatan Bangsa-
Bangsa secara aktif; dan

d. menguasai substansi dan relevansi antara kegiatan
yang dilakukan dengan tugas dan fungsi di
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

(3) Setiap orang yang ditunjuk sebagai Delegasi Kementerian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ mempunyai
tugas:

a. menyiapkan dan merumuskan posisi dan strategi
suatu perundingan berdasarkan kepentingan
nasional secara terpadu dan terkoordinasi, dalam
bentuk kertas posisi, sehingga secara maksimal
mampu mengamankan rencana, program dan
pelaksanaan pembangunan nasional di bidang
kemaritiman dan/atau tugas khusus dari Menteri
Koordinator; dan

b. merundingkan dan memperjuangkan posisi dan
strategi berdasarkan kepentingan nasional.

(4) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
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